PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR™ TAHUN 2022

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pesawaran ditetapkan oleh Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a tersebut diatas, dalam rangka mendukung pelaksanaan
tugas teknis oprasional dan/atau teknis penunjang Dinas dan
Badan Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada
masvarakar i daerah agar berjalan lancar tertil:, berdavaguna.

gan berhasidguna perlu menetapkannya dengan Peraturan
Hupat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan s:bagaimana dimaksud
hurul a dan huruf b di atas, dipandang perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rabupaten Pesawaran:

Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
|Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembararn Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahyun 2011 Nomor B2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan F'Erund.m;rund.uignn (Lerdbaran Negara Republik

Indonesi Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

[ ogen s reeeepyes | antifor gen e
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10.

Undang-Undang Nemor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Jndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomur 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran MNegara Republix Indonesia Tahun 2020
Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

NoOmiar Bt Y

Undang Nomor 12 Tahun 2011 lentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 201! Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tuhun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6308|;

Namor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis

Aunor aa8 '), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
nerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Administras;

Pemerintahan  (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomer 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Nomor 5887), sebagaimana telah diuvbah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187. Tambahan Lemharan Negara

FERWER I duniesia .'ll-w'.JI'I:I-,II l'|-||..||-£]

| Peraturan  Pemerintah  Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indenesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor B0 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

I3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 12 Takun 2017 tentang
Feaoman “embeniukan dan Klasifikasi Labang Oinas dar Ume
Pelaksana Teknis Daerah:

|9, Peraturan Menten Dalam vegen Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaarn

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447];

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

(Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 93 |;

16. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Orgenisasi Tugas Fungsi dan Tata herja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Pesawaran:

Menetapkan | PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA

Pasal |

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Bupati adalah Bupati Pesawaran.

3. Dinas Pendidikar. dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran yang selanjutnva
disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Eebudayaan Kabupaten Pesawaran

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidiken dan Kebudayaan Kabupaten
FPesawarar:.

3.  Unit Pelaksana Teknis Daersh yang selanjutnya disingkat UPTD adalah adalah
unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan dan
i i [

HvRan RKahiipaten Prsawaran
satuan Pendidikan adalah Unit Pelaksana Teknis

Herenluk Satuan Pendidikan Formal dan Satuan
habupaten Pesawaran

Darrah Satuan Pendidikan
Pendidikan Non Formal di

Satuan Ptndh_'.:hhan Formal yvang selanjutnya disingkat SPF adalah kelompok
Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Formal meliput
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar. -

[ g wdaa gy | sandfer grme
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Satuan Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat SPNF adalah
Kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Non

Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan
Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.

Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Negeri vang selanjutnva
dizingkar SPF TK Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak

vl P il N e g

Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negen yang selanjutnya disingkat SPE

SU Negen adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negen di Kabupaten
Pesawaran.

Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri yvang selanjutnya

disingkat SPF SMP Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah
Pertama Negeri di Kabupaten Pesawaran.

Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar vang selanjutnva
disingkat SPNF SKB adalah Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan
Belajar di Kabupaten Pesawaran yang merupakan kelompok layanan pendidikan
yang menyelenggarakan program pendidikan non formal.

Program Pendidikan Non Farmal yang selanjutnya disingkat Program FNF adalah
layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayvakan masyarakat
melalui pendidikan kecekapan hidup, pendidikan anak usia dini. pendidilan

kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan Keaksaraan,
rendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan. serta

A thtupakan aniuk !'1HT'|j.1.'HTLTI-Hr1g|-.'En KeEMAMPUAN DEsSerta

Wil

Frogram Pendidikan Anak Usia Dimg yang selanjutnya disingkat Program PAUD
adalah program pendidikan vang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai
dengan usia 9 (enam) tahun vang dilakukan melalui pemberian rangsangan
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan
rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Jabatan Fungsional adalah sckeiompok jabatan yang berisi fungsi dan tu

Eas
berkaitan dengan pelavanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau
keterampilan tertentu.

BAEB I1
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentux UPTD Bidang Pendidikan berupa Satuan

Hendirliban rada Ninas terdie atas
d  SHF TK Negen,

b. SFF 3D Negen,

c. 3PF SMP Negeri; dan

d. SPNF Sanggar Kegiatan Belajar.
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WL Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan
UisuUr peiaksana teknis Dinas yang melaksanakan °

a kegiatan teknis operasional; dan/atay
b. kegiatan teknis penunjang tertentu.

(4} UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dipimpin oleh
Kepala UPTD Satuan Pendidikan,

(3) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal adalah Repala Sekolah yang
berkedudukan dibawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Dinas.

(4] Kepala UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada avat (2)
merupakan jabatan fungsional guru bagay SFF dan pamong belajar bagi SPNF

sesual dengan ketentuan perundang-undangan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Panal 4

(1] Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan terdiri dars
a. Repala Sekolah;
b. Relompok Jabatan Fungsional: dan
€. Relompok Jabatan Pelaksana.

(4] PBagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Il yang merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Feraturan
Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum
Pasal 5

(1l UPTD Satuan Pendidikan adalah Kepala' Sekolah dalam rangka pelaksanakan
dukungan kegiatan belajar mengajar.

(2) UPTD Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 ayat (2) mempunyai fungsi :

a. melaksanaan dan pengaturan proses belajar mengajar;

Cogen g reeregyry maedor grmme
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(1)

(2]

(1]

' b. melaksanakan pembinaan dan pengurusan kegiatan pendidikan luar sekolah,

olahraga dan kesenian pelajar di sekolah.

€. melaksanakan pembinaan dan pengorganisasian  pendidik, tenaga
kepenrlidikan dy sekoiah

P mabi b brkis MO TR Viplead i Ty ekl peseria didik,

v mrla<sanakan admimisirast Ketatausabaan, kesiswaan, Ketenagaan, sarana
prasana dan keuangan;

. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan lugasnya
8 melaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan

Baglan Kedua
Eepala Sekolah

Pasal 6

Kepala Sckolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan

jabatan fungsional guru atau pamong belajar yvang diberikan tugas tambahan,
vang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Kepala Sekolah memiliki fungsi :

n MMergurganisasikan, mengarahkan. mengoordinasikan dan MENEAWHST Proses
keglatan belajar mengajar,

b. menvelenggarakan administrasi perencanaan. pengorganisasian, pengarahan
dan  pengendalian, pengawasan, pelaporan, kurikulum kesiswaan,
Ketatausahaan, ketenagaan dan sarana/prasarana; dan

¢. mengatur kegiatan proses belajar, bimbingan, ekstrakurikuler, ketatausahaan
dan organisas: kesiswaan

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Ml jdnis v ELIARDN

NMEIT Pk cabatan Fungsional sebagaimans dimaksyd pada ayat (1| mempunyai
fungsi

a. melaksanakan pembuyatan perangkat pembelajaran;

b. melaxsanakan kegiatan pembelajaran;

¢. melaksanakan kegiatan penilaian dan evaluasi kegiatan proses pembelajaran:
d. melaksanakan analisis hasil pembelajaran harian;

€. menvusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengavaan;
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(2]

(3)

14

12}

. melaksanakan pengimbasan pengetah'an kepada guru lain dalam proses

kegiatan beiajar mengajar;
o Sha DA g sl 1 .|_'H'!'-'-:.I-.ul'-|'. ahbant I.-ull:'t.'l-_rﬂ:ilr.lll-ﬂlﬂt FH.'-'TEEE-.

mrnumbhkembanghkan sikap dan pengembangan karakter positif peserta
didik;

\. mengadakar, pengembangan program pengajaran yang menjadi langgung
Jawabnya;

J. membuat catatan teritang kemajuan hasil belajar;

k. mengisid an meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran;

l. melaksanakan tugas lain sesuaj ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Pelaksana
Pasal 8

welamrnk  Taharan Pelakenna sthagaimana dimaksud pada pasal 4 hurufl
MtTupekan enaga  keoendidikan bertugas melaksanakan administras:,

(engelulnan dan pelavanan teknis untuk MENUnjang proses pendidikan pada
Saluan Pendidikan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

helompok Jabatan Pelaksana terdiri dari jabatan pelaksana.

Kelompok Jabatan Pelaksana dapat terdiri dar

a. Pengadministrasi Umum;

b. Pengadministrasi E:um;

¢. Pengadministrasi Kepegawaian: dan

d. Jabatan Pelaksana lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban
kenja,

BABV
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
3IDANG PENDIDIKAN

Pasal 9

Ualam rangka percepatan dan efisiensi serta koordinasi layanan administrasi
pada Satuan Pendidikan di wilayah Daerah, dibentuk Koordinator Wilayah

Kecamatan Bidang Pendidikan sebagai unit kerja non struktural pada setiap
kecamatan di wilayah Daerah, yang dipimpin oleh seorang Koordinator.

Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator yang berasal dars pengawas sekolah
disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atay dari pegawai Aparatur Sipil

Negara lainnya yang berpengalaman di bidang pendidikan dengan pangkat
minimal 1l /c.
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|4

(5]

(6]

(1)

9]

(9

(6]

MATHl iUl Wilayah hecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada
Avar 11, dangkat dan diberhentikan  oleh hepala Dinas Pendidikan atas
perseiujuan Bupau.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang
Pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai Aparatur

Sipil  Negara yang sebelumnya digunakan unit pelaksana teknis daerah
Pendidikan Kecamatan,

Koordinutor Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1). mempunyai fungsi

a. melaksanakan pPengumpulan data peserta didik, saruna, prasarana, pendidik,
dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di wilayah kerjanva:

h melakzanakan SRgadministrasian syl kenatkan mrangkat dan angka kredit
Pl s Dal wenaga kependadikan

T melaksanakan koordinas iomba-lomba di wilayah kerjanva:

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sekolah, Keordinator Wilayah, Kelompok
Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip
knqrdinaai, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern dan/atau antar

Seuap Mmpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannva masing-masing

CrRGL PR ImEEangan-agar mengambil langkah-langkah vang diperiukan

SPHAD pimpinan satuan Organisasi  bertanggung Jawab memimpin dan
mengkoonlinas: bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atssan, tembusan laporan
wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain Yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja,
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BAE V11
HETENTUAN PENUTUP

Pasa! 11

hepala Sekolah, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan
oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

Pada saat Peraturan ini mulaj berlaku, maka Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 70

Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten
Pesawaran dicabut dan dinyatakan tidalk berlakuy.

Pasal 13

'Irli--llll-

ran Rupati ind milai Rerlaky seink fangpal diundangkan

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal * Jamwar: 2073

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 3 Jamuari 2022

Plh. SEKRETARIS uyﬁum PESAWARAN,

Togem el g reeepyrn g g
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